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PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA
PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan
meningkatkan efektifitas pelaksanaan penerbitan Surat
Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam
rangka ekspor sesuai dengan perjanjian perdagangan
internasional yang telah berlaku, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap prosedur penerbitan Surat
Keterangan Asal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan
terhadap ketentuan mengenai prosedur penerbitan Surat
Keterangan Asal sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan
Asal untuk Barang Asal Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24
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Mengingat

Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan
Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24
Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan

Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11.
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 197);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang
Pengesahan Protocol on the Legal Framework to Implement
the ASEAN Single Window (Protokol mengenai Kerangka
Hukum Untuk Melaksanakan ASEAN Single Window)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 99);

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2018 tentang
Pengesahan First Protocol to Amend the Agreement
Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade
Area (Protokol Perubahan Pertama terhadap Persetujuan
Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-
Australia-Selandia Baru) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 202);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2018 tentang
Pengesahan Third Protocol to Amend the Agreement on
Trade in Goods under the Framework Agreement on
Comprehensive = Economic  Cooperation among the
Governments of the Member Countries of the Association of
Southeast Asian Nations and the Republic of Korea
(Protokol = Ketiga untuk  Mengubah  Persetujuan
Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja
mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan
Republik Korea) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 205);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2018 tentang

Pengesahan Protocol to Amend the Framework on
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Comprehensive Economic Cooperation and Certain
Agreements Thereunder between the Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People’s
Republic of China (Protokol untuk Mengubah Persetujuan
Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan
Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 206);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2019 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive
Economic Partnership Agreement between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of the
Republic of Chile) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 30);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor 13/ M-
DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang
Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 395);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  77/M-
DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang
Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  08/M-
DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat
Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan



Menetapkan :
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk
Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 839);

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018
tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1647) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80
Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1291);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157) yang telah beberapa kali diubah dengan

Peraturan Menteri Perdagangan:

a. Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan
Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

b. Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat
Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 839);



